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ABSTRAK 

Mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah 

banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari 

sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang 

Dasar Sementara 1950, dan terakhir kembali ke Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 sebelum perubahan belum mengatur 

mengenai hak angket secara terperinci, akan tetapi sudah ada ditemukan 

permasalahan-permasalahan hak angket sebelum perubahan UUD 1945 yang 

dalam penyelesaiannya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 

tentang Penetapan Hak Angket. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi 

ini adalah pertama, bagaimana mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945? dan yang kedua, 

bagaimana kekurangan dan kelebihan dari mekanisme penggunaan hak angket 

sebelum dan dan sesudah perubahan UUD 1945? Metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data yang 

digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi 

dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan 

bahwa yang pertama, mekanisme penggunaan hak angket sebelum perubahan 

UUD 1945 yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 

memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan mekanisme penggunaan hak 

angket sesudah perubahan UUD 1945 dalam ketentuan yang ada di dalam 

Undang-Undang MD3. Kedua, dengan adanya perubahan UUD 1945 maka 

pengaturan mengenai mekanisme hak angket semakin jelas karena sudah diatur di 

di dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang MD3, dengan adanya 

perubahan tersebut maka tampak kekurangan dan kelebihan dari mekanisme 

penggunaan hak angket sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. 

 


